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Tesisini membahas mengenai perjanjian kawin yang dibuat sepasang suami istri sepanjang perkawinan saat
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XI111/2015 (Putusan MK) belum
diputuskan. Perjanjian kawin yang tujuan utamanya untuk mengatur harta benda perkawinan wajib dibuat
secara tertulis oleh suami istri sebelum atau saat dilangsungkannya perkawinan serta disahkan ke Pegawai
Pencatat Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (UU 1/1974). Perihal inilah yang dibahas dalam penelitian ini, dengan berdasarkan pada kasus
dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 534/PDT/2019/PT SMG, dengan permasalahan yang
ditemukan yaitu keabsahan dan pertanggungjawaban Notaris terkait dengan legalisasi perjanjian kawin
bawah tangan, keabsahan perjanjian kawin yang dibuat sepanjang masa perkawinan dan tidak disahkan oleh
Pegawal Pencatat Perkawinan, dan keabsahan pembagian hutang bersama dan harta bersama oleh Majelis
Hakim dengan berdasarkan pada perjanjian kawin yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1)
UU 1/1974. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, Penulis melakukan penelitian dengan
bahan pustaka berupa peraturan dan literatur terkait. Dan setelah dilakukan penelitian tersebut, Penulis
menyimpulkan bahwa perjanjian kawin dapat berupa akta bawah tangan yang dilegalisasi Notaris, karena
Pasal 29 ayat (1) UU 1/1974 hanya mensyaratkan perjanjian kawin dibuat secaratertulis. Penulis
menyimpulkan bahwa membuat perjanjian kawin sepanjang masa perkawinan bertentangan dengan Pasal 29
ayat (1) UU 1/1974 dan mengakibatkan perjanjian kawin menjadi batal demi hukum, sedangkan
ketidakpatuhan untuk mengesahkannya ke Pegawai Pencatat Perkawinan mengakibatkan perjanjian kawin
hanya mengikat diantara para pihak dan tidak kepada pihak ketiga. Lebih lanjut, penggunaan perjanjian
kawin yang bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) UU 1/1974 sebagai dasar membagi harta dan hutang
bersama dirasa kurang tepat, sekalipun perjanjian kawin tersebut dapat dibuat pada masa perkawinan
sebagaimanatafsir Putusan MK, suatu perjanjian kawin tidaklah diperbolehkan untuk merugikan pihak
ketiga.

...... This thesis analyzes marriage agreement between husband and wife during the marriage in times where
the Verdict of the Constitutional Court of Republic of Indonesia Number 69/PUU-X111/2015 have not been
sentenced yet. Objective of marriage agreement is to regulate wealth and property between husband and
wife during their marriage. Marriage agreement can only be made before or while marriage and must be
registered to Marriage Registrar Official as regulated by Article 29 Law Number 1 Y ear 1974 regarding to
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Marriage (UU 1/1974). In acase in Central Java as documented in Central Java s High Court Verdict
Number 534/PDT/2019/PT SMG, several issues were found which are the validity of the notary regarding
authorization of marriage agreement, validity of marriage agreement which did not authorized by Marriage
Registrar Official and validity of joint wealth and debt sharing which did not comply with Article 29
paragraph (1) Law 1/1974. Using normative juridical method, the writer did this research using reference to
related regulations and literature. After conducting the research, the writer concluded that a marriage
agreement can be authorized through legalization in front of a notary because Article 29 paragraph (1) Law
1/1974 only requires a marriage agreement to be made in written form. The writer also concluded that a
marriage agreement which was made during the times of marriage did not comply with Article 29 paragraph
(1) UU 1/1974 hence null and void in front of the law. Meanwhile, marriage agreement that had not been
authorized by Marriage Registrar Official will only binding between the parties, not binding the third party.
Lastly, the use of unlawful agreement as the base of wealth and debt sharing between husband and wifeis
not rightly did by Council of the Judges, because although the marriage agreement can be made during the
marriage as interpreted in the Verdict of the Constitutional Court of Republic of Indonesia Number
69/PUUXI11/2015, a marriage agreement made is not allowed to harm the third party.



